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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pengelolaan hutan adat pasca penetapan hutan adat Tembawang Tampun 

Juah berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Peraturan dibawahnya yang 

berkaitan dengan pengelolaan hutan lindung dan APL dengan fungsi lindung, 

hal tersebut didasarkan pada asas retroaktif yang termuat dalam pasal 198 huruf 

b peraturan Menteri tersebut. Peraturan tersebut sudah memenuhi rasa keadilan 

terhadap masyarakat hukum adat ketemenggungan sisang dengan adanya 

kepastian hukum dalam hal pengelolaan hutan adat Tembawang Tampun Juah 

dalam Kawasan hutan lindung yang dalam peraturan sebelumnya tidak diatur, 

sehingga hak-hak masyarakat hukum adat sudah terlaksana dengan baik 

melalui penguatan terhadap penerapan hukum adatnya serta kearifan lokal 

masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan adatnya. Kendala yang dialami 

oleh masyarakat hukum adat Kampung Segumon yakni masyarakat terkendala 

dalam hal mengelola obat-obatan herbal yang membutuhkan dana dan fasilitas 

serta cara pemasaran yang dimana hal tersebut tidak bisa secara bebas 

dilakukan mengingat negara mempunyai standar terkait hal tersebut.  

B. Saran  

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau agar berkoordinasi dengan 

KPH untuk memberikan sosialisasi mengenai peracikan obat-obatan herbal 
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serta pemasarannya guna menambah wawasan serta pemahaman 

masyarakat hukum adat mengenai hal tersebut. 

2. Masyarakat hukum adat ketemenggungan sisang agar tetap 

mempertahankan norma dan hukum adatnya dalam pengelolaan hutan adat 

tembawang tampun juah guna hutan yang lestari dengan tetap berpegang 

pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Masyarakat diluar masyarakat hukum adat ketemenggungan sisang yang 

berkunjung ke hutan adat untuk tetap menghormati norma dan hukum adat 

yang berlaku di masyarakat hukum adat tersebut dalam hal pengelolaan 

hutan adat agar tetap terjaga keseimbangan sumber daya alamnya (lestari). 
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LAMPIRAN 

A. Surat Ijin Riset Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau 
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B. Surat Ijin Kepala Desa Lubuk Sabuk  
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C. Surat Ijin Riset Kepala Dusun Segumon 
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D. Surat Ijin Riset (Wawancara) Tokoh Masyarakat Hukum Adat  
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Gambar 16. Pertemuan Dengan Kepala Desa Lubuk Sabuk 

 
Sumber : dokumentasi penulis 

 

Gambar 17 Pertemuan Dengan Tokoh Masyarakat Adat di Sekertariat Laja 

Lolang Basua’ 

 
Sumber: dokumentasi penulis 

 

 

 

 

 

 



91 
 

Gambar 18. Foto Bersama Tim Bepomang di Depan Rumah Perkumpulan Ritual 

Adat Tembawang Tampun Juah 

 
Sumber : dokumentasi penulis 

 

Gambar 19. Foto Bersama Dengan Juru Kunci Ketemenggungan Bi Somu Di 

Kawasan Sakral Tembawang Tampun Juah 

 
      Sumber: dokumentasi penulis 

 

 


